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14PNS Gianyar,
Dijeblos anan
* Jadi Tersa

Pihak keiakiaan akhirnYa
kan 1.4 pegaw[i negeri siPil
lingkup 

-Pemk{b 
Gianyar Yang

sangkut seba$ai tersangka k
dugaan korup$i RP 90 iuta t

Surat Perintah Perialanan
Bersambung ke Hal-15'Kolom 5(SPPP liktif lie sel tahanan, F

gaan SPPD Fiktif
(28/1.0) sore. PNS Yang sebagian
io'o-^rrr. ini .lifrhrn di Rrrtanper'emiuan ini ditahan di Rutan
'Gianyai, 

setelah lebih dulu menialani
pemLriksaan administrasi dan kes-
bhatan di Ikntor Kejaksaan Negeri

Edisi

Hal
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SH, henga{<an pihaknya hanya
menehim;r lfnpahan berkas ka-
sus d4n parf tersangka, berikut
bararfg hulfti, dari Kejati Bali.
Kemldia n, fl ara tersangka:mpn-
jalanilperl re{iksaan adminiptf asi
dan \esqhafrn, sebelum ltemu-
dian diarl;;kft ke Rutan Gianyar,
Rabu sole pukul 16.20 Wita,
menggurl,rk$n Minibus.

datanf prftr$ hukum. Setafn ftu,

"Spti,f p ltersangka kasus
duga4n I,l,rrf psi pasti kami tah-
an. l4i r-lrrtlk memperrnudah

agar triruarigka tidak mplari-
kan diri, ti{ak menghilangkan
baratig brrk$, serta tidak mem-
peng{rulniy}ng lain," uiar Kajari
KetutlSurpref ana.

M{nulul Sumedana, pen-
gacarla pr.rrf tersangka sudah
semp|t c:b[ mengajukan per-
mohonarr a{ar pihak kejaksaan
tidaklmqn4ran kliennya. "Na-
mun, permroftonan itu tetaptidak
ka mi kabiullpn," _katanya.

Salahl s{tu kuasa hukum
14 PI{S {er{angka SPPD fiktif,
Bernoditr $Fl, iuea mengakuiBernpdilr $Fl, iug" mengakui
pihal{nyt dfrdah mengajukan
permohr,nln agar tidak ada

14 PNS Perlrkab Gidnyar Dijebloskan ke Tahananl
fii# ii$infii1#i

Ke-14 PNS yang df,jeblos-
kan ke sel tahanan, Rabu sore
sekitar pukul 16.20 Wita itu,
masing-masing Sang Ayu Made
Ika Kencana Dewi [Stqf Camat
Tampaksiring), Ni Kelut funi-
antari IStaf Dinas Perhrlrbungan
Gianya;'1, Ni Ketut Suniawati
(Staf Srgian Hukum Pemkab
Gianlail), Ni Made Ayu Purnia-
sih [Stdf Pemkab Gianyar), AA
Istri Agung Yunariawflti (Staf
Camat Gianyar), Ni W{yan Su-
ciasih (PNS Pemkab Gfianyar],
Dewa Made Putra (Se|cetaris
Camat Tampaksiring), I Ketut
Ritama (Kepala Seksi Ketentera-
man dan Ketertiban Kecamatan
Ubud), l Ketut.Puja [Suf Camat
Tegallalang), I Made parmaja
(Staf Camat GianyarJ, I [omang
Yastara fstaf Camat Gi{nyar), I
Made Wirawan IPNS Dispenda
GianyarJ, I Nyoman Sulandra
fStaf Camat Ubud), dari I Made
Suparta (Staf Dispenda Gianyarl.

Sebelum diperiksa di Kejari
Gianyar, lanjut dijeblopkan ke
Rutan Gianyar, Rabu $ore, 14
PNS tersangka SPPD {iktif ini
lebih dulu dilimpahkan Penyidik
Polda Bali ke Kejaksaan Tinggi
fKejati) Bali di falan Letda Tan-
tulr Ntti Mandala Deprpasar.
Pihak Kejati Bali kemu{ian me-
nyerahkan penangana[ kasus
ini berikut para tersa$gkanya
ke Kejari Gianyar.

Para PNS tersangka SPPD
fiktif ini dibawa dari Kgjati Bali
hingga tiba di Kejari Qianyar,
Rabu siang sekitar pukltl 11,00
Wita. Begitu tiba, merela lang-
,sung menjalani pemeriksaan
I administrasi dan kesehatan. ke-
14 PNS tersangka SPPD fiktifini
didampi ngi tiga pengacara

Pantauan NusaBali, kedatan-
gan para tersangka di Kejari
Gianyar kemarirl, sempFt diien-
guk sejumlah anggota keluarga
mereka. Beberapa di ant+ra ang-
gota keluarga itu sempaN mena-
ngis, sehingga mengqndang
perhatian sejumlah ppgawai
Keiari Gianyar. Oleh peg4wai ke-

jaksa{n, i;,nlgota keluarga yang
menapgi:; itu disarankan menin-
ggalkan F:antor Kejari Gianyar.
Seda4gk;rn 14 PNS tersangka
SPPDI fik[if langsung mengena-SPPDl fik;if langsung mengena-
kan {ragkf dan meng{mbil
jaket Nertt.r l$in untuk mequurpi
waja$nyir, Iegitu mengetafrui
kedaqng,lnpwak media.

xepail Kf;akaan Negeii (Ka-
iari) Gianvaf, I Ketut Sumddana

penahanr,n terhadap kliennya.
Namun, l)e4;nohonan itu tidak
digubris ;rihSk kejaksaan. "Kami
pun tak \isa berbuat apa," jelas
Bernadirl.

Para tersangka SPPD fiktif
yang senruanya PNS lingkup
Pemlcab {3 ianyar ini dijerat Pasal
3 UU No 131 Tahun 1999 tentang
Tindak Pl,lana Korupsi jo UU No-
mor ?0 1-rhun 2001jo Pasal 55
(l) 1 dengaq,ancaman hukuman
minirpal :L $hun dan maksimal
15 ta$un pefrjara. Ke-14 PNS ini
terantuk lia{us dugaan SPPD fik-
tif senilal R{ 90 juta saat masih

bertugas di Dinas Pendapatan
Daerah (Dispendal Gianyar
tahun 2013.

Menurut Kasi Pidsus Kejari
Gianyar, Herdian Rahadi SH, ka-
sus dugpan SPPD fiktif ini ber-
mula dari adanya dua pegawai
di KantoF Dispenda Gianyaryang
saling lapor polisi pada 2013
silam. Dhri saling lapor ke polisi
ini, kasusnya kemudian dilidik
intensif jajaran Polda Bali. Sam-
paiakhipnya polisi menemukan
kasus dfgaan SPPD fiktifini.' Teru[gkap, sekitar Novem-
.ber 20|3 lalu, 14 PNS yang
masih perdinas di Dispenda
Gianyar ini melakukan perjala-
nan din{s ke Depoh fawa Barat,
sesuai $PPD. Namun, ternyata
hanya 2 orang dari mereka
yang melakukan kegiatan ke
Depok. Sedangkan sebagian lagi
melaku(an kunjungan pribadi ke
Bogor, fNwa Barat.

Bahkhn, 4 orang di antara mer-
eka fterdiri dari 2 PNS lelaki dan
2 PNS perempuanJ justru mel-
ancong ke Thailand. Sedangkan
dalam perjalanan dinas gelom-
bang kedua ada yang berangkat
dengan SPPD ke Bogor, fawa
Baral N[mun, mereka nyatanya
melaku{an perjalanan ke Malay-
sia. Merbka pun diduga korupsi
secara birsama-sama sebesar Rp
90 jua rfielalui SPPD fiktif.

Semqntara itu, Rutan Gianyar
kini dihuni 105 narapidana
(napi) dan tahanan, menyusul
dijebloskannya 14 PNS tersang-
ka kasus dugaan korupsi me-

. lalui SPPD fiktif, Rabu kemarin.
Soalnya, sebelum masuknya 14
PNS ini, sudah ada 91 napi dan
tahananl di Rutan Gianyar.

"Pimfinan kami sedang men-
gusulkafi pemindahan beberapa
napi ke {,P lainnya di Bali. Usulan
diajukaln Kanwil Kemenkum
HAM Plovinsi Bali. Usulan pe-
mindahdn ini dilakukan, kaiena
hunian ideal di.Rutan Gianyar
sebetulrlya hanya 70 orang" je-
las Kepala Satuan Pengamanan
Rutan Gianyar, IB Duwikora Pu-
tra, saa! dikonfirmasi NusaBali,
Rahu kernarin.6 lsa 

_
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NASi RTRW
* Pemkqb Bulelpfrg Surati Kemenhub

Setelah dokumen
itu dipelajari, peren-
canaan pembangu-
nan dermaga curah
cair disebut kurang

sesuai dengan zone
kawasan industri

seperti diatur dalam
Perda RTRW.

SINGAMIA, NusaBali
Pemkab Buleleng ternyata

telah berkirim sur"t-ke Kemen-
terian Perhubungan (Kemenhub)
guna memastikan sinkronisasi
Rencana Incluk Pelabuhan IRIp)
Celukan Bar,lrang, di Kecamatan
Gerogak dengan Perda RTRW
Kebupaten, Surat yang dikirim
be,risi agar lllP Celdkan Bawang
dikaji ulang dengan memperhati-
kan kebijakan di kabupaten yakni
Perrda RTRW.

Iniormasi yang dihimpun, sejak
pembangunan dermaga curah cair
timbulkan pro kontra kewenangan,
pihak PT P<:lindo III Surabaya
cabang Celukan Bawang langsung
kirim dokumen RIP keoada Pem-
kab Buleleng. Ternyata ietelah do-
kumen itu dipelajari, pjlencalnaql

enoveri our,naga curah yanq tengah dibangu4 oi ceruran Ll'flTU/suDrRTA

**;I*,,;" 0".r"*" .r*n *o;r"*o*.-ruo*nu
cair kuran5l sgsuai dengan zone menhub terkait dengan dokumen
kawasan i11t$_{1 leperti diatur RIp Celukan Bawanf Disebutkan,
clalam Perdi RTRW Pemkab pun surat yang dikirim iersebut telah
minta agar rJokumen RIp Celukan diterima ileh pejabat y"ng ,n"rr,_
Bawangritu dikaji ulang dengan bidangi di Kemenhub Rtl ,,p"d"
mengat(0modir-kepentingan dan intinya, Kemenhub menyambut
kondisi di daerah. positif permintaan kita daii kabu-

!(epala l; inas Perhubungan paten,,,ujar Gunawan.
(Kddishub) Buleleng, t cJa" oiunilt"pkan, saar ini Ke_

|".""ry:t,411 5{png.dikonfirmasi menhudmjsih mengkaji kem_
Rabu (2Q/1r,)) {nembenarkanjika bali dokumen RIp teriebut yang
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liemudian disesuaikan' a"[rgJn
penetapan zone industri kavyasln
Pelabuhan Celukan Bawrr&.
Sikap Kemenhub yang merng$--
komodir keinginan pernkaflr fri
dipastkan persoalan yang sefanla
ini mencuat di media magsa [r]gln.
bisa diakhiri dan penger4ba[rgln
kawasan pelabuhan akan berlal{n
tanpa menimbulkan peryna[d[-
han atau bahkan perla4ggfrr{ur
regulasi yang dikeluarlgn lol{h

si dan.kabupaten, tentu harus
memperhatikan aspek ekonomi
dan sosialnya. Dan kami berhak
mengetahui rencana tersebut. Tapi
selama ini kami tidak pernah tahu
rencana itu," ungkap.

Bupati mengaku menyadari
dari segi regulasi, perizinan pem-
bangunan dermaga curah cair
tersebut diterbitkan oleh Kemen-
trian Perhubungan (KemenhubJ
RI melalui Direktorat lendral
Perhubungan Laut. Namun de-
mikian, sejalan dengan nafas oto-
nomi daerah, setiap investasibaik
swasta dan pemerintah harusnya
ada koordinasi dan komunikasi
dengan provinsi dan kabupaten.
"Kita tidak ada menghambat atau
tidak mendukung program pusat
dalam mengembangkan poros
maritim, tetapi perlu diperha-
tikan jangan sampai investasi
itu bertentangan denganl Perda
RTRW Provinsi maupun RTRW
Kabupaten," katanya.

Dalam hal ini, Bupati Putu
Agus menegaskan, pihaknya
tetap membuka diri untuk men--
jalin komunikasi terkait ren.al
pembangunan tersebut. Diriny5
pun berharap, pihak pengelola
pelabuhan celukan bawang bisa
'menyampaikan rencana pem-
bangunan dermaga curah cair
tersebut. k19

minta pe4jelasan ke Kerirerf trr$
dan padd'lntinya keingin{n 1ierl;
kab akan diakomodir. Kita :ik*r
menunggu iawaban surat dar r do-
kumen RIP itu akan disesuarkan
dengan penetapan zone indr,r
kawasan Pelabuhan Celul<a
Bawangi' imbuhnya.

Sebelumnya, Bupati Bulel,:n
Putu Agus Suradnyana
cara masalah
menyikapi pembangunan
curah cair, Bupati menyel
kab Buleleng berhak
rencana pembangunan
karena menyangkut aspe( keivi
lyahan. Masalahanya, Pemf:a
Buleleng punya Perdaientang
cana Tata Ruang Wilayah (RTRlt
dimana wilayah Celukan Baw[
diatur didalamnya sebagai f<
wasan industri. "fangan sem:ft
mata berbicara otoritas. Apaflu
kegia!4n itu baikdari pusat, prorlir

z
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Manipulasi {engajuan Kredit,

Dua Petani Disidang'

Deripaiar pad4 Rabu--- 
DaLm sidangyangdipimpinmaielishakim pimpi-

nan Dewa Su:ridita, Iaksa Penuntut Umum (JF f,
Herdian Rahardi dkk membapakan dakwaan unlltrlq

kedua terdakwa yang didampingi kuasa hukumnf'al
Made Andyana dkk' Dalam d4kwaan diielaskan llt(al
kasus ini t-erjadi mulai 2010 hingga 2014.kasus ini terjadi mulai 201'0 hingga lul+'

Ludri beriaLma dengan Made Astika alias Gerr ,p
melakukan tindak pidina korupsi, yakni meng;lu-'

hakimpimpi-
Umum flF J) Ketahanan

sebesar Rp 540 juta'
la 3 Mei 2010 sebgsarMel zuIU seoFsar-

pada26Mei2AL2

seluiuhnya disalur-
ranqan usaha ternak

Uang tersebut malah
utang di LPD serta
pribadi kedua terda-

negara mengalami
perhitungan BPI("

,vabkan perbuatannya,
al berlapis, yaftu pasal
er'pasal 3 Jd pasal 18,
9 fo pasal L8 Undang-
t 1999 tentdns Pem-r99 tentaqg Pem-

yang telhh diubah
tentang perubahan
ang pembrantasan

ayat 1,ke 1 Jo
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temu beberapi;
Mendagri Tjalrj
sela.sela apel 11i

Dalam pertr
itu, Mendagri '
memberikaFr
hibah bisa cair
Tjahjo Kumo
penanganan
untuk Bali ini
Otonomi Daerrrh

alnya, Tjahjo
dakdipanggil

langsung flo|qf
DPRD Bali [arf$l
Wiryatamahar$

fakarta.
"Akhirnya, I

Dirjen Otda Ker
Purniasih. Pacl l
sos/hibah tak

5c?rl

Payu,ng Hukum Frnsos Diqetu[ui
Si#IBUl.lGA}l OARI iIAtAIfrAII I .ombongan

ipimpin Adi
sempat ber-

Wiiaya Warddna, belum ber-
haiif dit<onfifmasi NusaBali
{erkait lolosnfa Pergub seb-
Agai payfng hgkum.Pencairan
bansos ini. Saat dihubungi
melalui telepon, Rabu kemarin,
bonselnva bernada mailbox.
Sekda Piovinsi Bali, Tiokorda
Nzurah PemaYun, iuga belum
bisa dihubunli, karena tidak
pengangkat PonselnYa
' Dinf bansos untuk ma-
gyarakat yang difasilitasi 55
ahggota DPRD Bali melalui AP-

BD Perubaha4 2015, mencapai
tdtal Rp 46 miliar. Danabansos
sempat teradcam tida$, cair,
[<arena ada kptentuan fener-
lma harus bdrbadan hukum.
Karenanya, Ptmprov Bali men-
gajukan Pergup ke Kemendagri
sebasgai payuirg hukum untuk
pencairan badisos.

Sementar4 itu, Sekretaris
Komisi III DFRD Bali, Wayan
Disel Astawi, menyatakan
pencairan balnsos/hibah su-
dah sangat niepet waktunya.
Pasalnya, tahrin anggaran akan
segera berakliir pada Desem-
ber' 2015. Seinentara kelom-
pok masyarakft sudah telanjur
mengajukan firoposal.

Karena itu,J para pemangku
kepentingan di Bali mulai dari
Gubernur, B$pati/Walikota,
kepolisian, kdjaksaan, hingga
BPKP dimintd membuat MoU
{rntuk memplerkuat payung
[rukum pencairan bansos. "Su-
paya *rjaga 

'dan 
lebih kuat

dari sisi legaNitas, serta ada
$ikap saling percaya antar lem-
baga, buat sajp MoU. Ini demi
kepentingan lakyat Bali," ujar
Disel Astawa secara terpisah di
Sedung DPR! Bali, Niti Man-
flala Denpasa{, Rabu kemarin.I Politisi PDIF asal Desa Un-
gasan, Kecamatan Kuta Se-

\atan, Badung ini mengingat-
kan, tanpa afla keberanian
fiara pemegan[ kebiiakan dan
kewenanganldi Bali, maka
akan terus tqrjadi keraguan
[ahwa pencairan bansos ini
{idak aman dari kasus hu-
Itum."Hemat'kami, perkuat
payung hukqmnya dengan
llesepakatan Sersama," tegas
Disel Astawa. p nat

tidak perlu harus berbad{n
hukum. t dengan

Kepastian dibtilehkannf a Kumolo di
pencairan dana bansos de

singkatgan payung trukum Pergub ij
diperoleh set.elqh Ketua DPR Kumolo
Bali, Nyoman Adi Wiryata ian bansos/

u, Mendagribersama jajaran Pemprov
mendatangi Mendagri Tj.a
Kumolo di Kantor Kementer

pahkan
sos/hibah

Dalam Negeri [Kemend
fakarta, Rabu (28l10J.

a Dirjen
agn

kan, Pergub yang sebelumn segera. Pas-
menda-

na Negara

I Bidang Pemerintahan S

Provinsi Bali, Dewa Putu

ditemui
dagri, Bu

tinya, ban-
Wijaya Wardana, Rabu l

marin.
"Sudah tidak ada masa

lagr.
dengan
Lb. Dan,

dan
Mendag-
va ke Bali
Provinsi,

sementara $aylr
nyangkutdila{r

masih
karena ng-

Pemerintahan, Dewa Pu
gakdapat awat," tegas

Tegeh, Desa
Eka Wijaya Wardana," ujar

politisi asalWiryatama saat dikonfi
Angseri, Kecat
Tabanan ini. l

Baturiti,NusaBali di Iakarta kemarin
Menurut Adi Wiry

Menuriit Arli
pihaknya seml)a
dampak berat ji

iryatama,
membeber

bansos /
hibah untuk nt 'arakat Bali
sampai tidak bi
salahnya, seb4gi

cair. Ma-
n penerima

bansos adalah r-pura, desa
anjar. Desa
bak adalah

mor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan
Surat Edaratr (SEJ Mendagli,
tidak ada masalah lagi. Sebap,
lembaga penerima bansos fli

Bali ya.ng bernaung di bawafr
desa adat, diatur dengan Perda
Desa Pakraman. Dan, itu sudah
jelas bisa menerima dana ba4-
sos/hibah. ;

'tJpff, yang berada di bawailr
naungan desa adat seperti
pura, subak, sekaa, dan banjar,
bisa menerinra dana bansos,"
tandas politisi senior PDIp
yang mantan Bupati Tabanap
dua kali perirrde (2000-2005
danb 2005-2010) ini.

Adi Wiryatama mencer-
itakan, pertemuan dengan
Mendagri Tjahjo Kumolo di
Jakarta, Rabu kemarin, bef-

penopang [a jaga adat
dan budaya di

"Saya ka u bansos
sampai tidak 1.488 desa

gan jutaan
melakukan

adat di B{li r

krama akarl tu
desakan pemerin-

dana
bansos vdn
Bali adaiah

irkan di
k kegiatan

adat dan ke an. Saya
minta supayr
ke Presiden J

sampaikan
masalah

ampai Bali
Adi.lViry-
Sekr,b]gris

n da.'iirah

n I Setda

lagi. Proses di Kemendagri sfr-
dah selesai. Pergub yang diajir-
kan lolos verifikasi dan suddh
ditandatangani Mendagri. PS-
gubnya sudah dibawa pula$g
ke Bali oleh Asisten I Bidaie

diajukan Pemprov Bali se
agai payung hukum pencairr
bansos, telah dibawa pular
dari Kemendagri oleh Asistr

mendagri, f akarta. Dalam
temuan itu, Mendagri Tj
Kumolo menegaskan pene
bansos yang diharuskan

adat, subaH, diri
adag pura,fda[r r

a Putu Eka
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PEKER.IA menyelesaik pembangunan
gedung tersebut teranc tak selesai te

-ttt*k

MANGIJPURA, NusaB{li
Proyek pembangunpn ge-

dung baru Puskesmab Abi-
ansemal I terancam tidak
selesai tepat waktu, liarena
bglyq ! p e ke rj qqy" tgtg! -

.(}mb Pu$kesma

Molor r'/

Puskesmas Abiansemal l, Rabir
, yakni Desember 2015. 

I

I Hingga akhir Ok- du
yek pengerjaan baw

berlangsung, pa-
ine proyek terse-
rer 2015.
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"Sa
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rkan pantauan,
a masih berkutat
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dari
dilal
gres

t pengakuannya,
jauan yang telah
deviasi atau pro-
rjaan Sangatkecil.

SayaIg
gres$r p
"Mer$ar
tapi fle.
Makfny
reKarlar
cepaqan

M{nt
dah rfre
mendrh

k merinci pro-
rjaan dimaksud.

asih di atas target
nya sangat kecil.
mi mengingatkan
rr melakukan per-

Pn
lnr
nel

s Dessy.
a, pihaknya su-
pihak rekanan

jumlah tenaga
kerja. dimungkinkan

uh lebih cepat.
a bila penger-

Perempuan asal
tu menyatakan
enakan dehda
i kepada pihak
:suai ketentuan,
at maka akan
enalti," tukas

ketahui, Gde
Lsih menjabat
pati Badung
mengingatkan
r cepat dalam
nya. Bahkan
epat tapi juga
litas penger-
ini sama den-
rgun gedung
. Saya tidak
, mengelupas,
" ujarnya kala
yek tersebut,

a . Gde Agung
I en rekanan

ob ersa ngku tan
r

iansemal I.
r 2.014 Kabu-
lah memiliki
an 54 Pustu.

an juga mel-
Layanan UGD

v
r pusKesmas
itu Puskes-
biansemal l,
, Kuta Utara,
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ResesTanpa BaiSos Pjlsu/g

Anggota
DPRD Ka-
rangasem
2014-
2019 saat
dilantik,
sefahun
lalu.

AMI,APURA NusaBali
Segenapangota DPRD lgran-

gxem yang berjurnlah 45 orang
pengeng (Iwsing) menghadapi
reses fterjun serap aspirasi). Ma-
salahnya, mereka harus melaku-
kan reses tanDa disertai memba-
wadarn bansisftbalr, menyusul
aturan baru bahwa oenerima
banhan harus berbadin hulmm

Berdasarkan aturan baru UU
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintaban Daeralr, litruswnya
Pasal 298 (a) dan ayat (5), dise-

butkan Ibansos]
dapat
intah pul dae-
rah, Badan Milik Negara,
Badan
badarr

Daerah, atau
organNasr

hukum
berbadan

di
, termasuk
difasilitasi

anggoEl
bansos, besar ti-

Hal-15 Kolom 5

L
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Reses Tanpa Barrdos, Dewa Pengeng
Rencana Pembangu-

n€u:l
dak berbadan hukum.

Wakil Ketua DPRD Karan-
gasem dari Fralai Gerindra, Ida
Bagus Adnyana, mengakui para
anggota Dewanrkesulitan turun
ke bawah menemui masyarakat,
gara-gara tidak cairnya d$na
bansos. Menurut IB Adny{na,
setiap anggota Dewan mem{ng
kebagian darra Rp 3 juta selafna
reses. Namun, hal itu sangat
tidak mencul<upi untuk terju4 ke
tengah masy,rrakat I

"Bagaimana mungkin menu-
runkan warga masyarakat sptu
kampung dengan dana reses Rp
3 juta? Apa masyarakat tidak
perlu diberikan makan dan mi-
num? fadi, alggota Dewanyang
memaksakan tunm ke masyara-
kat di saat reses ini, dipasti-
kan akan tekor," ujar politisi
Gerindra asal Griya Suci, Banjar

"Bisa kita memperjuang-
tidak harus melaluikan

bansos. mekanismenya
cukup
sekala

ng dan menganut
itas," jelas Nengah
litisi Beringin asalSu

Banjar K Desa Sibetan,
Kecamatan
tabene
Bupati danb

tak ada anggarr,rn. Kita mau bilang
apa kepada lfonstituen," keluh
Made Wirta :lecara terpisah di
Amlapura, Ralb u kemarin.

Sebaliknya, I 
(efra DPRD lGran-

gasem dari Fnalsibolkar, I Nengah
Sumardi, rnenpalo tidak masalah
reses tanpa dan a bonsos. Dia purya
jurus untuk ni;engatasi masalah
ini. Carany4 i[eluan menyerap
aspirasi, selarLjutnya rrtemperl
juangkan usul;m pnasyarakat ke

Wayan Tam:i mengaku pihaknya
teap menjalfnkan reses, walau-
pun anpa bdrsol "Reses itu kan
mesti berjalap, walau anpa ban-
sos. Y4 pintaf-pintarnya anggota
Dewan di lapangan-lah," tegas
WavanTamd.

Sementa# itu, berdasarkan
data yang dihimpun NusaBali,
ada dSria bqgsos senilai toal Rp

23 miliar di IAPBD Perubahan
2015 yangtelf,h disepakati DPRD
Ihrangasem {an Pemkab l(aran-
gasem dialihkan untuk membi-
ayai kegiaanl Khusus bansos di
Bagian Kesejahteraan Rakyat
(Kesra) Setdqkab Karangasem
saja yang belirm cair mencapai
Rp 11,53 mili4r. Bansos Rp 1.1,53
miliar dari 6p8 item proposal
ini semuanyaldialihkan ke infra-
strulcur.

Ada pula pansos senilai Rp
4,17 miliar d[ri 269 item pro-
posal yang sridah telanjur cair
di Bagian Kesra. Menurut lGbag
Kesra Setkab Karangasem, IB
Gede Pidada, terlanjur cairnya
dana bansos Rp 4,1 7 miliar terse-
but belum sepenuhnya dipertang-
gung jawabkan secara adminis-
Fasi. "Masih bfnyak belum mel-
aporkan perthnggungjawaban
secara admi4istrasi," jelas IB
Pidada Rabu liemarin. 6 k16

Gunung Biau,
Muncan, Kec:a

esa Pakraman
tan Selat, Ka-

.t dikonfirmasirangasem lnr" si
NusaBali di A: lapura, Rabu
(28/70).

Paparan hamlir senadsa juga
disampaikan l/t/{<il Ketua DPRD

Made Wirta. Etrhtaq Made Wirta
mgryaku lirllld,menjalankanprogram resef k{li ini, menyusul
tersendatnyih pencairan dana
bansos. "Bagiiimana bisa reses,

,loanoem yang no-
kandung mantan
letua DPD II Golkar

,ti

:::
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Sidang Dugaan Konupsi BP3TKI Denpasa(

UangHasil{ kUp Rp 1,5 Miliar
DENPASAR, NusaBali

Pemeriksaan saksi dalam ka-
sUs dugaan marl< up pengadaan
lahan kantor BP3TKI (Badan
Pe, ayanan Perrempatan dan
Perlindungan Terraga Keria Indo-
ne:;ia) Denpasar yang merugikan
negara Rp 2,2 miliar dinyatakan
selirsai oleh majelis hakim Pen-
gaclilan Tipikor Denpasar. Meski
suclah seluruh s;aksi diperiksa,
narnun malelis hakim masih be-
lunr mengetahui ke mana aliran
uarrg hasil mark irp Rp 1,5 miliar.

Hal ini diungkapkan Ket-
ua Majelis Hakim Pengadilan
Tipiko4 Edwarcl Harris Sinaga
yang memimpir:r sidang pada,
Rabu (28l10). Sidang kali ini
rnengagendakan pemeriksaan
keclua terdakwa, yaitu I WaYan
Pa5;eh (Kepala BP3TKI DenPas-
irrJ dan Prio Adi Santoso (Pejabat
Pernbuat KomitntenJ, serta saksi
lairrnya dari BPK (Badan Pemer-
iksa KeuanganJ, notaries dan
BPlrl (Badan Perbrnahan Negara).

lldward metrgatakan dari
ualrg hasil marlr: up yang men-
capai Rp 2,2 miliar, hanya uang
sel:itar Rp 700 juta saia Yang
rliketahui meng;tlir ke kantong
terdakwa I Wayan Pageh, Prio
,{di Santoso dan'frusti Prio Sam-
bodo (tersangka dalam berkas
t:erpisah).

llementara sisa uang mark uP
lRp L5 miliar tidak jelas men-

TERDAKWA kasus korupsi dan mark up Lahah Afttf Oenp_asar, I Wayan Pageh (kiri) dan Priyo Adi Santoso saat
iidang di Pengadilan Tioikor Denpasar, Rabu [28/f0).1 '_ .

vestigasi pengadaan lahan ini
sebelum Mabes Polri melakukan
penyelidikan. Dalam investigasi
ini, BPK menemukan kerugian
negara Rp 2,2m1liar. Namun BPK
juga menyatakan tidak bisa men-

elusuri uang Rp 1,5 miliar Yang
diserahkan ke Dodik. "Kami iuga
buntu di Dodik karena dia men-
gaku tidak pernah terima uang
tersebut," uiar saksi ahli BPK ini.
Selain mengalir ke kantong tiga
pejabat BP3TKI DenPasal, uang

hasil markup diketahui mengalir
ke seluruh staf kantor BP3TKI
yang dibagikan oleh KePala
BP3TKI Denpasa4, Pageh.

Selain itu, notaris Putu Candra
juga mengaku menerima uang RP

67 iuta dari BP3TKI DenPasar.

Notaris Candra Yang diPeriksa
mengaku uang tersebut meru-
pakan pembayaran Pengurusan
jual beli tanah seluas 4,5 are
untuk kantor BP3TKI di |alan Da-

nau Tempe, DenPasar. "Uang RP

67 juta itu diantar Pemilik tanah

fParamartha, red) ke kantor dan

diterima staf saYa," jelas Candra
dalam sidang. SelaniutnYa sidang
pada, Rabu (4/Lt) mendatang
altan mengagendakan tuntu-
tan oleh Jaksa Penuntut Umum
(fPU).6 rez

Misteri
Padahal semua
kedua terdakwa

menyata Rp 1,5 miliar

sendiri jauh tre4leda dengan ket-
erangan penr ilift tanah Paramar-
tha dan Tru:; iyang mengatakan
dirinya menr rilna Rp 450 juta.

Sementara saksi ahli dari
Badan Pemeriksa Keuangan
[BPK) yang cliperiksa di Penga-
dilan Tipikr:lr Denpasar men-
gatakan senr pef melakukan in-

. NUSASAIIHENORA

galir ke
saksi

diambil
Dodik
khusus
karta.
Dodik te
mener

ang {ias
erupakan staf
BNP2TKI di la-
dalam sidang
rbantah perhah

na," ujar Edwarfl.
iemarin diperiksa
lva mengaku han-
ing hasil mark up
entara terdalMa
Lanya mendapat
gakuan Prio ini

n8
pii
IT. I

tersebut. "Yang

'an uang Rp 7Q0
r 1,5 miliar kita d-

Lar" ujar
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SINGAIRAJA, NusaBali I

Inspektorat Buleleng tern-
yata sudah bekerja terkait
tuduhan ada oknum anggota
Satpol PP lindungi hotel yang
tidak berizin tetap berop-
erasi. Inspektorat kini ten-
gah kumpulkan data terkait
prilaku'nakal' oknum Satpol
PP.

Kepala Inspektorat I Putu
Yasa Rabu {28/1,0) mengaku,
data a.wal yang telah dipegang
adalah pernyataan dari ang-
gota Badan Anggaran (Bang-
arl DPRD Buleleng yang nota
bene arialah Ketua Komisi II,
Putu Mangku Budiasa, terkait
keterlibatan oknum anggota
Pol PP. Kini, data tersebut
tinggal di croscheck dengan
data temuan di lapangan.
"Data awal seperti disampai-
kan oleh dewan sudah kami
pegan€l dan data itu perlu
kami lengkapi dengan data di

to

lapa u nanti kami dan kami lanya menggali data
clan menyampaikan kepada
pimpinan daerah," tegasnya.

perintah, ting-
gal
dan
lani

data yang ad1
L petunjuk lebih Semeritara pihali Bahan

seluruh data
Satpol PP pan Linmas Buleleng
belum mlemberikan ktarifi-
t---: ^^-r--L^ I "? r ',''angan di lapa-

akan dipelajari
kasi terkait dugaan yang dibe-
berkan anggota dewan terse-

Pertimbangan
(Bapek). Ber-

ta dan kajian

but. Kepafa Badan Pol PP dan
Linmas Bfirleleng Made Budi

akan memu-
Astawa sedang tugas ke luar
kota., Sed4ngkan para kepala
bidang [KabidJ tidak beranioknum anggota

disebut-sebut memberikan keterangan ke-
tika wartawan hendak me-
mihta kdnfirmasi terkait
tudingad dewan tersebut.
Sementarh itu, Komisi I dan
Komisi Il DPRD Buleleng
untuk memanggil Kepala
Badan Pol PP dan Linmas
Budi Astalrva juga belum ada
jadwal p{sti karena masih
menunggir kedatangan Budi
Astawa dfri tugaas dinas di
luar kota.l6 k19

bodong itu,
atau tidak.

apekda sendi-
L menjatuhkan

num anggota
lirtyatakan melaku-
;gNran dalam mel-
r tugas-tugasnya.
:ullBapekda yang
lnpng menjatuhkan
bifia ada pelangga-
ttf,as-tugas Pol PP
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14PNS Gianyar,
Dijeblos anan
* Jadi Tersa

Pihak keiakiaan akhirnYa
kan 1.4 pegaw[i negeri siPil
lingkup 

-Pemk{b 
Gianyar Yang

sangkut seba$ai tersangka k
dugaan korup$i RP 90 iuta t

Surat Perintah Perialanan
Bersambung ke Hal-15'Kolom 5(SPPP liktif lie sel tahanan, F

gaan SPPD Fiktif
(28/1.0) sore. PNS Yang sebagian
io'o-^rrr. ini .lifrhrn di Rrrtanper'emiuan ini ditahan di Rutan
'Gianyai, 

setelah lebih dulu menialani
pemLriksaan administrasi dan kes-
bhatan di Ikntor Kejaksaan Negeri

Edisi

Hal
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SH, henga{<an pihaknya hanya
menehim;r lfnpahan berkas ka-
sus d4n parf tersangka, berikut
bararfg hulfti, dari Kejati Bali.
Kemldia n, fl ara tersangka:mpn-
jalanilperl re{iksaan adminiptf asi
dan \esqhafrn, sebelum ltemu-
dian diarl;;kft ke Rutan Gianyar,
Rabu sole pukul 16.20 Wita,
menggurl,rk$n Minibus.

datanf prftr$ hukum. Setafn ftu,

"Spti,f p ltersangka kasus
duga4n I,l,rrf psi pasti kami tah-
an. l4i r-lrrtlk memperrnudah

agar triruarigka tidak mplari-
kan diri, ti{ak menghilangkan
baratig brrk$, serta tidak mem-
peng{rulniy}ng lain," uiar Kajari
KetutlSurpref ana.

M{nulul Sumedana, pen-
gacarla pr.rrf tersangka sudah
semp|t c:b[ mengajukan per-
mohonarr a{ar pihak kejaksaan
tidaklmqn4ran kliennya. "Na-
mun, permroftonan itu tetaptidak
ka mi kabiullpn," _katanya.

Salahl s{tu kuasa hukum
14 PI{S {er{angka SPPD fiktif,
Bernoditr $Fl, iuea mengakuiBernpdilr $Fl, iug" mengakui
pihal{nyt dfrdah mengajukan
permohr,nln agar tidak ada

14 PNS Perlrkab Gidnyar Dijebloskan ke Tahananl
fii# ii$infii1#i

Ke-14 PNS yang df,jeblos-
kan ke sel tahanan, Rabu sore
sekitar pukul 16.20 Wita itu,
masing-masing Sang Ayu Made
Ika Kencana Dewi [Stqf Camat
Tampaksiring), Ni Kelut funi-
antari IStaf Dinas Perhrlrbungan
Gianya;'1, Ni Ketut Suniawati
(Staf Srgian Hukum Pemkab
Gianlail), Ni Made Ayu Purnia-
sih [Stdf Pemkab Gianyar), AA
Istri Agung Yunariawflti (Staf
Camat Gianyar), Ni W{yan Su-
ciasih (PNS Pemkab Gfianyar],
Dewa Made Putra (Se|cetaris
Camat Tampaksiring), I Ketut
Ritama (Kepala Seksi Ketentera-
man dan Ketertiban Kecamatan
Ubud), l Ketut.Puja [Suf Camat
Tegallalang), I Made parmaja
(Staf Camat GianyarJ, I [omang
Yastara fstaf Camat Gi{nyar), I
Made Wirawan IPNS Dispenda
GianyarJ, I Nyoman Sulandra
fStaf Camat Ubud), dari I Made
Suparta (Staf Dispenda Gianyarl.

Sebelum diperiksa di Kejari
Gianyar, lanjut dijeblopkan ke
Rutan Gianyar, Rabu $ore, 14
PNS tersangka SPPD {iktif ini
lebih dulu dilimpahkan Penyidik
Polda Bali ke Kejaksaan Tinggi
fKejati) Bali di falan Letda Tan-
tulr Ntti Mandala Deprpasar.
Pihak Kejati Bali kemu{ian me-
nyerahkan penangana[ kasus
ini berikut para tersa$gkanya
ke Kejari Gianyar.

Para PNS tersangka SPPD
fiktif ini dibawa dari Kgjati Bali
hingga tiba di Kejari Qianyar,
Rabu siang sekitar pukltl 11,00
Wita. Begitu tiba, merela lang-
,sung menjalani pemeriksaan
I administrasi dan kesehatan. ke-
14 PNS tersangka SPPD fiktifini
didampi ngi tiga pengacara

Pantauan NusaBali, kedatan-
gan para tersangka di Kejari
Gianyar kemarirl, sempFt diien-
guk sejumlah anggota keluarga
mereka. Beberapa di ant+ra ang-
gota keluarga itu sempaN mena-
ngis, sehingga mengqndang
perhatian sejumlah ppgawai
Keiari Gianyar. Oleh peg4wai ke-

jaksa{n, i;,nlgota keluarga yang
menapgi:; itu disarankan menin-
ggalkan F:antor Kejari Gianyar.
Seda4gk;rn 14 PNS tersangka
SPPDI fik[if langsung mengena-SPPDl fik;if langsung mengena-
kan {ragkf dan meng{mbil
jaket Nertt.r l$in untuk mequurpi
waja$nyir, Iegitu mengetafrui
kedaqng,lnpwak media.

xepail Kf;akaan Negeii (Ka-
iari) Gianvaf, I Ketut Sumddana

penahanr,n terhadap kliennya.
Namun, l)e4;nohonan itu tidak
digubris ;rihSk kejaksaan. "Kami
pun tak \isa berbuat apa," jelas
Bernadirl.

Para tersangka SPPD fiktif
yang senruanya PNS lingkup
Pemlcab {3 ianyar ini dijerat Pasal
3 UU No 131 Tahun 1999 tentang
Tindak Pl,lana Korupsi jo UU No-
mor ?0 1-rhun 2001jo Pasal 55
(l) 1 dengaq,ancaman hukuman
minirpal :L $hun dan maksimal
15 ta$un pefrjara. Ke-14 PNS ini
terantuk lia{us dugaan SPPD fik-
tif senilal R{ 90 juta saat masih

bertugas di Dinas Pendapatan
Daerah (Dispendal Gianyar
tahun 2013.

Menurut Kasi Pidsus Kejari
Gianyar, Herdian Rahadi SH, ka-
sus dugpan SPPD fiktif ini ber-
mula dari adanya dua pegawai
di KantoF Dispenda Gianyaryang
saling lapor polisi pada 2013
silam. Dhri saling lapor ke polisi
ini, kasusnya kemudian dilidik
intensif jajaran Polda Bali. Sam-
paiakhipnya polisi menemukan
kasus dfgaan SPPD fiktifini.' Teru[gkap, sekitar Novem-
.ber 20|3 lalu, 14 PNS yang
masih perdinas di Dispenda
Gianyar ini melakukan perjala-
nan din{s ke Depoh fawa Barat,
sesuai $PPD. Namun, ternyata
hanya 2 orang dari mereka
yang melakukan kegiatan ke
Depok. Sedangkan sebagian lagi
melaku(an kunjungan pribadi ke
Bogor, fNwa Barat.

Bahkhn, 4 orang di antara mer-
eka fterdiri dari 2 PNS lelaki dan
2 PNS perempuanJ justru mel-
ancong ke Thailand. Sedangkan
dalam perjalanan dinas gelom-
bang kedua ada yang berangkat
dengan SPPD ke Bogor, fawa
Baral N[mun, mereka nyatanya
melaku{an perjalanan ke Malay-
sia. Merbka pun diduga korupsi
secara birsama-sama sebesar Rp
90 jua rfielalui SPPD fiktif.

Semqntara itu, Rutan Gianyar
kini dihuni 105 narapidana
(napi) dan tahanan, menyusul
dijebloskannya 14 PNS tersang-
ka kasus dugaan korupsi me-

. lalui SPPD fiktif, Rabu kemarin.
Soalnya, sebelum masuknya 14
PNS ini, sudah ada 91 napi dan
tahananl di Rutan Gianyar.

"Pimfinan kami sedang men-
gusulkafi pemindahan beberapa
napi ke {,P lainnya di Bali. Usulan
diajukaln Kanwil Kemenkum
HAM Plovinsi Bali. Usulan pe-
mindahdn ini dilakukan, kaiena
hunian ideal di.Rutan Gianyar
sebetulrlya hanya 70 orang" je-
las Kepala Satuan Pengamanan
Rutan Gianyar, IB Duwikora Pu-
tra, saa! dikonfirmasi NusaBali,
Rahu kernarin.6 lsa 
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